BAB III

PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL MENURUT PERATURAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2010 PASAL 39
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN

BERALKOHOL (SIUP-MB)

A. Pengertian Minuman Beralkohol

Masalah minuman keras (miras) pada akhir-akhir ini hangat
dibicarakan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, merusak
peminumnya dan merusak masyarakat serta lebih parah lagi menimbulkan
berbagai kejahatan (kriminal).!

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol
yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik
dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah
bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman
mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.?

Penyalahgunaan alkohol memiliki pengaruh yang sangat besar, salah
satunya membuat seseorang yang meminum-minuman beralkohol apalagi

dengan kadar yang banyak akan berperilaku yang bertentangan dengan norma

! Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Figih, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 173.
2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan

dan Perindustrian, Pasal 1.
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hukum juga norma sosial dalam masyarakat dan mengganggu ketentraman dan
ketenangan orang lain karena minuman beralkohol angka kriminalitas
meningkat juga merusak kesehatan tubuh. Penggunaan alkohol yang diminum
di luar batas kewajaran bahkan akan menimbulkan ketergantungan dan
kecanduan bahkan bisa sampai overdosis.

Minuman beralkohol sangat membahayakan kesehatan kita apabila
kita konsumsi. Dalam jangka waktu pemakaian yang lama. Ada tuntutan
peningkatan kadar alkohol dalam darah, sehingga pemakainya cenderung
meminum alkohol dalam jumlah yang lebih banyak.?

Para pecandu minuman beralkohol yang berkepanjangan memiliki
pengaruh langsung pada semua bagian otak mereka.* Pemabuk berat juga
mendapat begitu banyak kalori dari alkohol sehingga ia tidak mempunyai
rangsangan untuk makan. Situasi ini akan menyebabkan kurangnya asupan
vitamin ke dalam tubuh. Pada tingkatan yang ekstrim, kondisi ini dapat terjadi
demensia, yaitu salah satu dari sindrom otak organik. Namun, efek ini
biasanya dirasakan setelah bertahun-tahun.’

Masalah ini sangat penting bagi pemerintah untuk menanggulangi hal
tersebut, karena banyak dari generasi muda yang seharusnya menjadi penerus

bangsa malah tejerumus dengan hal-hal yang buruk.

3 Issutarti, Pengolahan dan Penyajian Minuman. (Malang: Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Negeri Malang, 2002), 28.

4 Zen Abdurrahman, Dosa-Dosa Pemicu Bebagai Penyakit Berat. (Jogjakarta: Bening, 2011), 50.
5 Ibid., 50.
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B. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan walikota Surabaya
nomor 35 tahun 2010 bab V tentang surat izin usaha perdagangan minuman
beralkohol (SIUP-MB) pasal 39 bahwa setiap perusahaan yang melakukan
kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B
dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB dan setiap perusahaan yang
melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman
beralkohol golongan A wajib memiliki STUP.

Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut
penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman
beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang
telah ditentukan. Pada pasal 39 ayat 3 poin a peraturan walikota Surabaya
menjelaskan bahwa penjual langsung minuman beralkohol golongan B
dan/atau golongan C pada:

1. hotel dengan tanda bintang 3, 4 atau 5;

2. restoran dengan tanda talam kencana atau talam selaka;

3. kelab malam;

4. pub/rumah musik

Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer
adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada
konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. Pada
pasal 39 ayat 3 poin b peraturan walikota Surabaya menjelaskan bahwa

penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang
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mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol

paling banyak 15% (lima belas persen).

Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah

surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, kecuali

kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Disebutkan dalam peraturan

walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III tentang surat izin usaha

perdagangan (SIUP) pasal 3 ayat (1) bahwa Setiap perusahaan yang

melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP. selanjutnya

dalam pasal 5 disebutkan bahwa Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) dapat diajukan melalui:

a.

UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap), bagi SIUP kecil
yang diberikan kepada perorangan;

Dinas, bagi SIUP kecil yang diberikan kepada badan usaha, SIUP
menengah dan SIUP besar.

SIUP kecil adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP menengah adalah surat izin untuk dapat melaksanakan
kegiatan usaha perdagangan dengan kekayaan bersih lebih dari

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
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banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP besar adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan dengan kekayaan bersihnya lebih dari Rp.
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan secara

tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah

disediakan oleh Dinas/UPTSA dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;

surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan;
fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang
telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau
didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon
merupakan badan hukum/badan usaha;

surat penunjukan Kepala Cabang (bagi perusahaan cabang);
fotocopy SIUP Kantor Pusat perusahaan yang telah dilegalisasi
oleh pejabat penerbit STUP (bagi perusahaan cabang);

fotocopy dokumen pembukaan kantor cabang/perwakilan
perusahaan (bagi perusahaan cabang);

pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran
3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar; dan

persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri.
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Permohonan  SIUP  sebagaimana dimaksud diatas, harus

ditandatangani oleh pemilik/Direktut Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.

Apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan SIUP,
maka selain melampirkan persyaratan pemohon harus melampirkan surat
kuasa yang ditandatangani oleh pemilik/Direktut Utama/Penanggung Jawab

Perusahaan dan fotocopy kartu tanda penduduk penerima kuasa.

Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang selanjutnya
disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan
usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan
C.

Dalam peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III
tentang surat izin usaha perdagangan (SIUP) pasal 39 ayat (4) bahwa
Permohonan SIUP-MB diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut:

a. penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan/atau
golongan C pada hotel bintang 3,4, dan 5 atau surat izin usaha
restoran bertanda talam kencana dan talam selaka dan bar, pub
atau kelab malam:

1) surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual
langsung;
2) SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel

bintang 3,4,5 ata u surat izin usaha restoran dengan tanda



3)
4)
5)

6)

7)

8)

48

talam kencana dan talam selaka atau surat izin usaha bar, pub
atau kelab malam dari instansi yang berwenang;

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
TDP (tanda daftar perusahaan);

Nomor Pokok Wajib Pajak;

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi
perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya
yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon
merupakan badan hukum/badan usaha;

rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun

kedepan.

. penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B

yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan

kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas persen):

1))

2)

3)

4)

S)

surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai penjual
langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol;

rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman
beralkohol dari Camat setempat;

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
SIUP kecil atau menengah,;

TDP (tanda daftar perusahaan);
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6) Nomor Pokok Wajib Pajak;

7) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi
perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

8) fotocopy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya
yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon
merupakan badan hukum/badan usaha;

9) rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun
kedepan.

Mekanisme penyelesaian permohonan SIUP-MB dijelaskan dalam
peraturan walikota Surabaya nomor 35 tahun 2010 bab III tentang surat izin
usaha perdagangan (SIUP) pasal 40 sebagai berikut:

a. pemohon mengajukan surat permohonan SIUP-MB kepada
Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39 ayat (4) sesuai dengan SIUP-MB yang
dimohon;

b. petugas loket pada Dinas menerima surat permohonan dan
melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas
permohonan dan persyaratan;

c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas
loket pada Dinas mengembalikan berkas dimaksud kepada

pemohon;
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d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas
loket pada Dinas melakukan pencatatan berkas permohonan pada
agenda surat masuk dan pemohon diberi tanda terima;

e. petugas loket pada Dinas menyampaikan berkas permohonan
yang telah lengkap dan benar kepada Kepala Seksi Perdagangan
Dalam Negeri.

f. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri:

1) meneliti kelengkapan berkas permohonan;

2) melakukan peninjauan ke lokasi usaha, apabila persyaratan
yang dilampirkan telah lengkap dan benar dan hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

3) menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep surat
penolakan, apabila permohonan tidak disetujui karena alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikannya
kepada Kepala Bidang Perdagangan;

4) menyiapkan dan membubuhkan paraf pada konsep SIUP-MB,
apabila permohonan disetujui dan menyampaikannya kepada
Kepala Bidang Perdagangan.

g. Kepala Bidang Perdagangan memeriksa, meneliti, dan

membubuhkan paraf pada konsep surat penolakan atau konsep
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SIUP-MB dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris untuk
diparaf dan diteruskan kepada Kepala Dinas;

h. Kepala Dinas memeriksa, meneliti, dan menandatangani konsep
surat penolakan atau konsep SIUP-MB, kemudian konsep surat
penolakan atau konsep SIUP-MB yang telah ditandatangani
disampaikan kepada Sekretariat untuk dicatat pada agenda surat
keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan
kepada pemohon melalui petugas loket pada Dinas.

Pemegang SIUP-MB dilarang mengimpor, mengedarkan atau menjual
minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H50OH) diatas 55 % (lima puluh
lima persen).

Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B
yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual
minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus)
dan golongan C.

Setiap orang dilarang menjual langsung minuman beralkohol
golongan B dan golongan C untuk diminum di tempat diluar lokasi yang telah
ditentukan.

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman
beralkohol golongan B dan golongan C di daerah kecuali di toko bebas bea.

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman
beralkohol golongan A dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat

lokasi sebagai berikut:
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1. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil,
penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
2. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah
sakit dan pemukiman.
Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman
beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kepada pembeli di bawah
usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.



